PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR C2STAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN DASAR PENSIUN PADA DAPENMA PAMSI BAGI
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan
kesejahteraan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum
Bandarmasih Kota Banjarmasin, perlu adanya
kesinambungan penghasilan yang memadai setelah
purna tugas melalui program pensiun;

. bahwa penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)

Direksi merupakan faktor yang menentukan besaran
manfaat pensiun, sehingga perlu ditetapkan rumusan
yang sesuai dengan kemampuan = keuangan
perusahaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan
Penghasilan Dasar Pensiun Pada DAPENMA PAMSI Bagi
Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);



3.

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang
Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3353);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan
Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor :
842.1/KEP.04.DP-PERUMDA.AM/2019 Tentang
Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia

Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota
Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor
12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun
2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi,
Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah
Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Penentuan besaran pokok Penghasilan Dasar Pensiun
(PhDP) bagi Direksi diatur dengan ketentuan sebagai
berikut :

a.

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi Direktur Utama
ditentukan dengan mengambil Gaji Tertinggi Direktur
Utama Tahun 2020 sebesar Rp. 60.079.000,- (Enam
Puluh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi Direktur Bidang
ditentukan dengan mengambil Gaji Tertinggi Direktur
Bidang Tahun 2020 sebesar 54.071.100,- (Lima Puluh
Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Walikota ini dibebankan pada Anggaran PDAM

Bandarmasih Kota Banjarmasin.



KETIGA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

+5-

HERMANSYAH



